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ABSTRAK 

Muhammad Ramadan. 2023. Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran 

Administrasi dan Pidana pada Pilkada tahun 2020 menurut Perspektif Fiqh 

Siyȃsah di Kota Banjarmasin. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, 

Fakultas Syariah. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH dan 

Pembimbing II: Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pelanggaran baik pada 

tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, dan pasca pungut 

hitung pada pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin. Oleh karena itu peneliti 

tertarik meneliti peran Bawaslu Kota Banjarmasin dalam menangani pelanggaran 

Administrasi dan Pidana pada Pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin. Tujuan 

penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peran Bawaslu dalam menangani 

pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada Tahun 2020 di Kota 

Banjarmasin(2)Untuk mengetahui Peran Bawaslu dalam menangani Pelanggaran 

Administrasi dan Pidana pada Pilkada Tahun 2020 menurut perspektif Fiqh Siyȃsah 

di Kota Banjarmasin. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan 

wawancara secara langsung dengan Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, sebagai 

informan terkait dengan wawancara saya. Data yang sudah dikumpulkan kemudian 

diproses dengan data, editing data, interpretasi data dan kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Bawaslu Kota Banjarmasin 

dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran Administrasi dan 

Pidana pada pelaksanaan pilkada tahun 2020 di Kota banjarmasin, telah dikerjakan 

sesuai dengan tugas dan fungsi dari Bawaslu. Dalam hal ini Bawaslu dalam 

menangani pelanggaran administrasi dan pidana pada pilkada tahun 2020 di Kota 

Banjarmasin melakukan pencegahan dan pengawasan. Kemudian, untuk 

menindaklanjuti masalah tersebut dengan melakukan sidang dan mediasi. Apabila 

tahap mediasi belum selesai, maka dilakukan sidang ajudikasi. 

Dalam pandangan Fiqh Siyȃsah, keberadaan Bawaslu merupakan bentuk 

dari pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar atau menyeru kepada kebaikan dan 

mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, Fiqh Siyȃsah dapat membantu 

menetapkan kerangka hukum-hukum, mempertimbangkan prinsip keadilan,  dan 

memperhatikan aspek-aspek sanksi kepada pelanggar. 

 

 

 

  


